SALINAN
BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 149 -KUM/2024

TENTANG

BESARAN MAKAN MINUM TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasidan
memadukan  kebijakan di daerah  yang
komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan,
maka perlu dilakukan rapat audiensi antara
Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan/atau Instansi Vertikal
lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional yang Berfungsi Sebagai
Batas Tertinggi Dalam  Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah
menetapkan standard harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas dalam neger, rapat
atau pertemuan di dalam dan di luar kantor,
pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan
berpedoman pada standard harga satuan regional
dengan  memperhatikan  prinsip  efisiensi,
efektivitas, kepatutan, dan kewajaran,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran
Makan dan Minum Tim Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran

2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
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Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);,
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia

Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor

3373) |
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
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Menetapkan
KESATU

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah.

14, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi
Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun
7022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran

- Daerah Nomor 60);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor S
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023Nomor

S);
MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Besaran Makan dan Minum
Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2024 dengan besaran biaya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA Besaran Makan dan Minum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan di luar
daerah dalam Provinsi dan luar daerah luar Provinsi
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatiitan, kepantasan dan kewajaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut,
Bidang Kewaspadaan Nasional Tahun Anggaran 2024,
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

Sosial.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2024
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/149 -KUM /2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

BESARAN MAKAN DAN MINUM
TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN BESARAN BIAYA
(Rp)

Satuan Biaya Kegiatan
rapat/pertemuan diluar kantor
setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

HALFDAY
760.000,00

Satuan Biaya Kegiatan
rapat/pertemuan diluar kantor
setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

FULLFDAY
993.000,00
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